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Abstract

New freedom and democratic atmosphere existing in Indone-
sin allow the Indonesian press enjoys its new significant posi-
tion. This can expand the Indonesian press goals, particu-
larly i enriching tie industrial aspiration of the institution.
However, bearing in mind that Indenesia 15 a multicultural
country, the Indonesian press can also strengthen the various
demaographic backgrounds of the state leading to the unity of
Indenesta, This article discusses four pomts of the Indonesian
press that need to be considered by the mass media profes-
sionals.
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Pengantar

Empat sudut tinjauan perlu diterapkan dalam menilai pem-
beritaan pers Indonesia. Keempat bentuk tinjauan {tu mencakup
paradigma dan epistimologi jurnalisme serta ruang publik dan
perspektif multikultutal jurnalisme. Tinjauan-tinjauan tentang hal ini
diperlukan untuk menilai posisi pemberitaan media pers Indonesia saat
kebebasan dan ruang demokrasi baru telah dimilikinya. Tulisan di

bawah ini mengupas pemberitaan pers Indonesia dari keempat sudut
tinjavan itu.

Masalah paradigma dalam jurnalisme

Keberadaan media massa biasa disikapi dengan dua cara.
Pertama, dipandang scbagai pembentuk (inoulder) masyarakat dan,
kedua, sebagai cermin (mirror) yang memantulkan keadaan masya-
rakat. Cara pandang pertama bertolak dari paradigma yang menem-
patkan media sebagai suatu instrumen yang memiliki daya yang kuat
dalam mempengaruhi alam pikiran warga masyarakat. Posisi media
semacam ini melihat keberadaan media massa sebagai faktor tunggal
vang memiliki daya mempengaruhi sasarannya. Sejumlah ahli bahkan
merumuskan bahwa setiap komunikasi dengan media massa pada
dasarnya berpretensi untuk mengubah sasaran agar sesuai dengan
kehendak komunikator.

Paradigma ini menempatkan komunikan sebagai obyek yang
pasif, yang dapat diubah dan dibentuk oleh pihak komunikator. Me-
dia massa dimaksudkan untuk mewujudkan kepentingan komunikator
secara secara luas, mulai dari missi keagamaan dan ideologi sampai
pragmatis sosial. Tradisi media massa di negara komunis dengan jelas
dapat dilihat sebagai contoh soal media massa berdasarkan paradigma
ini (Siebert, Peterson, Schramm, 1956). Begitu pula pola komunikasi
pembangunan yang bertolak dari paradigma ini di negara berkembang,
akan menempatkan gagasan-gagasan yang berasal dari atas sebagai
pesan yang perlu dimasukkan ke dalam alam pikiran dan mengubah
perilaku sasaran (Oepen, 1988). Kalau daya media massa dianggap
lemah, dapat diagregasi oleh kader partai atau agen pembangunan
yang menyebarkan gagasan yang sama.
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Sikap dasar berkomunikasi semacam ini dapat mengud lebih
luas dari sekadar yang dijalankan di negara komunis sebaga? kegiatan
propaganda ataupun komunikasi pefmt?angunan di negara
berkembang. Paradigma ini juga menjadi dasar dalam proses
komunikasi yang berorientasi kepada produk. Rancangan 'media dan
pesan komunikasi semata-mata bertolak dari kriteria komunikator. Pol.a
ini analog dengan kesombongan pabrikan pada awal masa industri,
yang semata-mata berorientasi kepada produk. Setelah barang
diproduksi massal, dilancarkan iklan segencar-gencarnya sampai
konsumen terbentuk. Produk dan konsumen menjadi dua kutub yang
dihubungkan oleh komunikasi yang mengubah pengetahuan, sikap
dan perilaku.

Paradigma komunikasi yang berorientasi kepada kepentingan
komunikator, sulit dipertahankan jika sudah berhadapan dengan
masyarakat yang terbuka bagi segala media. Jika masyarakat dapat
memilih media dan pesan, artinya suplai media dan pesan juga tidak
tunggal, dengan sendirinya orientasi komunikasi juga harus
disesuaikan. Komunikator tidak dapat mendikte masyarakat agar
hanya menerima media dan pesan yang disampaikannya. Pada satu
sisi media massa memang dapat dieksposkan kepada masyarakat, tetapi
pada sisi lain seseorang dapat menentukan apakah akan membiarkan
dirinya terekspos oleh suatu media.

Dengan cara melihat ini ada paradigma yang cukup penting,
yaitu yang lebih melihat motivasi khalayak yang akan menentukan
fungsional tidaknya suatu media dan pesan (Blumler dan Katz, 1974).
Dengan begitu kecenderungan khalayak perlu menjadi perhatian
dalam merancang setiap pesan. Implementasi dalam pola media massa
adalah orientasi dalam proses komunikasi yang menempatkan
khalayak sasaran sebagai ukuran dalam media. Ini analog dengan pola
dalam dunia industrial yang berorientasi kepada pasar (market).
Kriteria dalam rancangan produk adalah kesesuaian dengan pangsa
pasar (market share) yang diantisipasi akan menerima produk. Produk
hanya akan dibuat jika dapat diantisipasi pasar dan konsumen yang
akan menerimanya.

Dalam memasarkan media, sebutan nilah yang menjadi dasar
bertindak. Hanva saja bagi pengelola pesan, tidak disebut pangsa pasar,
melainkan khalayak sasaran (farget audience). Jika dalam pangsa pasar
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kriteria vang digunakan adalah motivasi dan kemampuan membeli,
maka dalam analisis khalayak sasaran kriterianya bersifat geografis,
sosiografis dan psikografis. Ketiga hal ini bertemu dalam tujuan yang
sama. ~

Aspek geogratis merupakan ruang tempat khayalak, sebagai
dasar identifikasi fisik keberadaannya. Sedang aspek sosiografis adalah
variabel yang berkaitan dengan karakteristik individual dan posisi sosial
khalayak, dan aspek psikografis merupakan kecenderungan subyecktif
(motivasi) dari khalayak sasaran. Identifikasi pangsa pasar dilakukan
melalui data sosiografis dan psikografis dalam konteks geografis
tertentu.

Motivasi vang pokok darj khalayak adalah untuk oemenuhi
keperluan informasional dan hiburan. Motivasi informasional ini
membuataya terbawa ke dunia empiris, sedang hiburan membawanya
ke dunia subycktif. Pengelola media massa memenuhi kedua motivasi
inl dengan mensuplai informasi faktuat dan fiksional. Informasi {aktual
ada yang dapat fungsional bagi motivasi informasional dan hiburan,
sedang informasi fiksional semata-mata memenuhi motivasi hiburan.
Karakteristik lkhalayak dapat diidentifikasi dari kecenderungan motivasi
di atas. Darj sini kemudian karakteristik sosiografis ini diberi makna
vang lebih operasional. Jika variabel sosiografis dapat dijelaskan
maknanva dalam kaitan psikografis, kemudian diidentifikasi dalam
posisi geografisnya, maka akan jelas pangsa pasar media.

Meninjau epistimologi jurnalisme

Dari kerangka pemikiran hubungan media massa dengan
masvarakat di atas maka keberadaan media jurnalisme dilihat dalam
konteks epistimologisnya. Secara spesifik sebutan media jurnalisme
untuk membedakan dengan genre media massa lainnya. Media
jurnalisme mengutamakan informasi faktual berkonteks kehidupan
publik, untuk dibedakan dengan media massa hiburan vang
mengutamakan informasi fiksional berkonteks kehidupan privat.

Media jurnalisme ditandai dengan fungsinya sebagai institusi
sosial yang mengangkat fakta-fakta sosial sebagai informasi jurnalisme.

Dengan begitu fungsi utamanya adalah untuk menyampatkan berita.
Berita (news-story) dapat dibicarakan dalam berbagai definisi, mulai
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dengan cara mengambi! salah satu unsur kelayakan berita (newswor-
Hry) seperti kebaruan (newness), atau penting (significance), atau dengan
formula simpel “K” seperti konflik, kantong (uang) dan kelamin (seks).
Semua ornarnen teknis untuk memproduksi berita itu bisa ditinggalkan,
untuk masuk ke substansi jurnalisme, bahwa berita adalah fakta sosial
yang direkonstruksikan untuk kemudian diceritakan. Cerita tentang
fakta sosial inilah kemudian ditampilkan di media massa. Motif{
khalayak dalam menghadapi media massa khususnya media jurnalisme
pada dasarnya adalah untuk mendapatkan fakta sosial.

Orientasi jurnalisme pada dasarnya bertolak dan dua sisj,
pertama bersifat teknis berkaitan dengan standar kelayakan berita
(newsworthy), dan kedua bersifat etis dengan standar normatif dalam
menghadapi fakta-fakta. Hal pertama merupakan resultan dari
dorongan kepentingan pragmatis khalayak dan pengelola media.
Kepentingan pragmatis khalayak dapat bersifat sosial ataupun psikhis.
Sementara kepentingan pragmatis pengelola media dapat mewujud
dalam kaitan politis dan ekonomis.

Dalam kondisi ini, dinamika media jurnalisme tidak untuk
menjalankan fungsi imperatif untuk publiknya, melainkan bertolak dari
kecenderungan subyektifnya sendiri maupun kepentingan subyektif
pihak lain yang bukan khalayaknya. Dengan kata lain, media tidak
menjalankan fungsi imperatif sosial, tetapi menjalankan fungsi organik
dari institusi lainnya, dapat berupa institusi politik dan bisnis.
Kepentingan media dilihat melalui orientasinya, untuk itu dapat
dihipotesiskan, yaitu dengan menjalankan orientasi sosial maka fungsi
imperatif media jurnalisme akan tinggi, sebaliknya fungsi imperatif ini
menjadi rendah jika media menjalankan orientasi ekonomi-politik. Hal
ini juga akan bertalian dengan landasan otonomi dan independensi
dengan orientasi sosial yang akan menggerakkan fungsinya dalam
kebijakan pemberitaan. Kebijakan dengan orientasi sosial akan
melahirkan kecenderungan obyektifikasi untuk mencapai obyektifitas
informasi, sedang dalam orjentasi ekonomi-politik dalam proses
komodifikasi yang menghasilkan komoditas ckonomi (bisnis) ataupun
politik (Mosco, 1996).

Sisi kedua adalah orientasi bersifat etis yang berada dalam tataran
ideal normatif, yaitu cita-cita sosial yang ingin diwujudkan oleh
pengelola media dalam kaidah profesionalisme. Dalam lingkup
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masyarakat demokratis, media massa khususnya media jurnalisme
menjalankan fungsi imperatif secara obyektif dalam proses yang
menghubungkan warga dengan kehidupan politik, ekenomi dan
kultural, sehingga warga dapat terlindungi dan penetrasi kekuasaan
negara, modal dan kultaral (komunalisme ataupun agama). Dari sini
keberadaan kerja jurnalisme sebagai suatu profesi dilihat berannya
dalam konteks struktur sosial. Sebab suatu profesi tidak sekadar
komponen dalam proses manajemen korporasi, tetapi juga bekerja
dengan kekuasaan. Inilah yang mendasari perlunya kesadaran etis bagi
nelaku profesi untuk berpegangan pada kaidah kebenaran (lihat:
Johnson, 1972).

Sebagai pelaku profesi yang memproses wacana untuk
bertanding di ruang publik (public-sphere), maka Jurnalis adalah seorang
intelektual yang memiliki ruang otonomi dan independensi yang
mempribadi. Dia mungkin saja menjadi bagian ¢z manajemen sebagai
pekerja, buruh atau kocli (tinta), tetapi tidak harus kehilangan otonomi
dan independensinya sebagai pekerja kultural, sebagaimana seorang
dokter medis yang menjadi karyvawan rumah sakit sebagal institusi
bisnis, tetapi dia tidak boleh kehilangan otonomi dan independensinya
sebagai pengabdi kemanusiaan,

Seorang jurnalis pada hakekatnya adalah pekerja kultural karena
berurusan dengan wacana. Dia dapat saja menjadi semacam pedagang
jika media yang diurusnya sebagai komoditas ekonomi, atau broker
kekuasaan jika mengurusi informasi sebagal komoditas politik. Sebagai
pekerja dia tentu saja harus bettanggung-jawab secara teknis Kepada
Manajemen tempatnya bekerja. Tetapi dia terikat secara mora (moral
obligation) dalam akuntabilitas sosial kepada public. Tanggungjawab
moral inilah yang membedakan pekerja profesional dengan seorang
pekerja. Pandangan yang menempatkan jurnalis sebagai pekerja dalam
manajemen, telah meredusir makna kultural profesi ini sebagai
pertukangan. Agaknya ini pula vang menyebabkan kemudian pekerja
jurnalisme dalam kerjanya merasa sudah cukup dengan memahami
dan menjalankan jurnalisme pada tataran tcknis, tidak berkehendak

untuk menempatkannya pada tataran epistimologi.

Pada tataran teknis proses kerja scorang jurnalis dalam m engolah
fakta publik ke informasi jurnalisme digerakkan oleh politik pemberi-
taan (newsroom policy) dari organisasi keredaksiannya. Politik
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pemberitaan ini dapat berbeda antara satu me'(.iia cicngan_mcdia
lainnya, tetapi semuanya dapat dikembalikan pada kaidah unwelrsal,
vaitu sejauh mana proses pemberitaan dapat mentransfor_mamkan
wacana fakta sosial secara identik sebagal wacana fakta media. Untuk
itu, prinsip pertama dalam jurnalisme adalah obyektivitas, dengan
mengasumsikan bahwa khalayak media menuntut agar wacana yang
tertangkap dari suatu berita (fakta media) adalahlidentxk denga.n
wacana fakta sosial. Kecermatan (accuracy) sebagai landasan kerja
jurnalisme dimaksudkan untuk menjaga agar wacana fakta media,
persis alias identik dengan fakta sosial.

Prinsip berikutnya dalam jurnalisme adalah }ceseimb.angan dan
ketidak-berpihakan. Ini dua sisi mata koin dari kerja ]urpallsme, yang
satu menjadi penyebab lainnya. Keseim‘bangan menjaga ketzda.ik-
berpihakan, ketidak-seimbangan menjadikan kebe.rplhakan,. be.gm%
bertimbal-balik. Mana yang lebih dulu, rasanya tidak perlu dicari
jawabannya. Yang penting keduanya perlu d1perh§dapkan dengan
dua dimensi dalam kerja jurnalisme vaitu fakta sosial dan fakta me-
dia.

Dari sint epistimologi dalam proses jurnalismg dijalar'“dfag untuk
mendapatkan fakta yang benar dan obyektif. Eplstlmologl Ini meng-
andung landasan konseptual dan metode kerJa‘ untuk memenu'h}
prinsip faktualitas dan obyektivitas. Proses jurnalisme pada.sa.tt.l sisi
diwujudkan dalam fungsi penjaga gerbang (gnte—k?cper) melalui p1hhan-.
pilihan teknis yang dilakukan oleh pengelola media dalam menghada.p?
fakta-fakta saat menyiapkan dan menyajikan“benta, dan pada sisi
selanjutnya sejauh mana obyektivitas dapat‘dl]al‘ankan dalam mem-
proses fakta-fakta tersebut. Dalam kerja sehari-hari, biasanya perhatian
lebih banyak diberikan terhadap kecenderung.an dalam me]akukahrf
pilihan teknis atas fakta. Pilihan teknis diasumsikan ur.wtuk memenuhi
kepentingan khalayak. Karenanya dalgm orientasi perpberltaan,
standar teknis yang berkajtan dengan berita menjadi perhatian utama.

Ada yang terlupakan dari masalah 'epistim_ologl _dalam j.u mall\_sme,
setiap kali bicara soal obyoktivitas,_ yaitu setting dxman? Jum'a;s_me)
dijalankan. Kesadaran epistimolognsl bagi pgl;ku profesi ]urr;a' :jsmc!
diharapkan akan menumbuhkan mkap‘km‘tis dalam menghadap
kaidah-kaidah kelayakan berita yang menjadi acuan kerja. .Umumnya}
kaidah-kaidah itu dikutip dari buku teks bertolak dari asumsi mengenai
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ruang publik yang normal. Karena itulah insiden misalnya, dianggap
bermakna jika proses sosial sebelumnya tertata dalam tertib sosial (so-
ctal order). Fakta pelanggaran hukurm menjadi signifikan jika tertib sosial
dominan dalam kehidupan sosjal suatu masyarakat. Dengan hegitu
perlu dipertanyakan, pemaknaan atas suatu fakta jika ruang publik
yang menjadi tempatnya bersifat anomali.

Fakta yang verlangsung tidak berada di ruang hampa, tetapi
dalam ruang sosial yang memihki kondisi struktura} yang khas. Buku
teks jurnalisme lazimnya bertolak dari asumsi dasar mengenai
masyarakat yang bersifat ekual (azas kesamaan) dan demokratis.
Artinya setiap person dapat dan terjamin unfuk mewuojudkan hak-
haknya yang bersifat azasi. Karenanya pertanyaan krusial dalam
epistimologi ini adalah, dapatkah bersikap seimbang dalam
menghadapi fakta sosial yang mengandung ketidak-seimbangan?
Dalam masyarakat yang masih bersifat tidak ekual, setiap fakta perlu
dilihat dengan sudut pandang yang khas, untuk menilai sejauh mana
person dapat dan terjamin atas hak-haknya.

Asumsi dasar dalam melihat masyarakat dengan kondisti
struktural yang tidak ekual yaitu adanya hambatan bagi person dalam
mewujudkan hak-haknya. Hambatan ini berada pada tiga level:
pertama fisik, kedua akses/interaksi personal, dan ketiga struktural.
Setiap level menghadapi kendala yang khas. Dengan sudut pandang
ini person ditempatkan dalam posisinya yang herhadapan dengan
kendala-kendala atas hak-haknya. Sehingga dalam perspektif yang
bertolak dari asumsi dasar ini, jurnalis dituntut membangun sudut
pandang dengan memberi perhatian terhadap person yang berada
dalam situasi ketidak-seimbangan dan ketidak-samaan (inequality).

Keseimbangan dan ketidak-berpihakan dapat dilihat dari
kandungan dan konteks dari fakia sosial. Anatomi fakta sosial pada
.‘#sarnya menyangkut person-person yang berinteraksi. Setiap interaksi
melibatkan pihak-pihak (dua atau lebih) di dalam struktur sosial. Posisi
setiap person dapat seimbang jika kedua pihak berada pada dataran
yang sama tingkat kekuasaannya. Sedang kctidak-seimbangan
manakala salah satu pihak memiliki tingkat kekuasaan yang lebih besar
dibanding pihak lainnya. Kekuasaan ini dapat berupa kekuatan fisik,
kekuasaan negara, kekuasaan modai/ekonomi, atau pun kekuvasaan
kultural/komunelisme, Perspektit struktural menjadikan seiiap fakta
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sosial diasumsikan mengandung potensi adanya ketidak-setmbangan,
dengan adanvya pihak dengan kekuasaannya selaku pusat (center) yang
melakukan hegemoni, sehingga pihak lainnya sebagai periferal yang
mengalarni marginalisasi. Marginalisasi dapat diartikan sebagai proses
interaksi sosial yang menyebabkan person tidak dapat mewujudkan
hak-haknya.

Sesuai dengan kaidah universal, media dituntut untuk tidak
berpihak (impartialitiy) dalam melakukan pemberitaan. Prinsip ini
bertolak dari asumsi mengenai fakta yang menjadi materi jurnalisme,
bahwa setiap fakta sosial selamanya mengandung pithak-pihak yang
herinteraksi. Sementara pada sisi lain, fakta dilibat secara bersifat mikro,
karenanya dipandang terlepas dari konteks struktural. Katenanya sering
jurnalis hanya berkepentingan untuk menangkap fakta interak.si. ini
tanpa perlu mempersoalkan kualitas dari interaksi tersebut. Dari sinilah
kemudian muncul dorongan untuk mengajak jurnalis menumbuhkan
penghayatan atas posisi person yang akan diberitakan.

Di lingkungan suratkabar Konmpas misalnya sepanjang
perjalanannya sebagai pemimpin redaksi, Jakob Oetama berusaha
menumbuhkan jurnalisme “compassion”. Keterharuan, berbelas kasih,
compassion, menuntut kepekaan personal untuk mampu terharu dalam
menghadapi kehidupan pihak lain. Bagaimana menumbuh.kan
kepekaan, bagaimana mengatasi kebebalan perasaan, tentg]a.lh tldak.
mudah dibayangkan dalam proses pengembanmgan epistimologi
jurnalisme. -

Dalam pengalaman lain melalui orientasi peliputan fenomena
HIV/AIDS, diperkembangkan pula jurnalisme empati. Jurnalisme
empati tidak berpretensi memberi metode yang dapat mengasah
keterharuan atas kehidupan manusia. Tetapi membawa konsekuensi
dalam mengkerangka (framing) suatu kenyataan sosial, bahwa di.dalam
setiap kenyataan selamanya berlangsung interaksi antar manusia, dan
ceiam setiap interaksi sccara potensial dapat diketemukan korban
(Stregar, 2002). ,

Korban adalah person yang kalah atau tidak berdaya man»akala
herhadapan dengan pihak (individual ataupun kolektivitas) lainnya
dalam suatu interaksi sosial. Sekadar memiliki kepekaan agar dapat
melihat siapa yang kalah atau tidak berdaya, tentunya lebih sederhana
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dibanding menumbuhkan belas kasih. Ini dapat dilakukan dengan
menempatkan suatu franing dengan analsis sosial men;enaj
k‘ekuasaan yang menjadi sumber dari kondisj ketidak-seimbzi\gan
da‘]‘am kehidupan sosial. Kekuasaan dapat bersifat fisik maupun
p51kologrls, mungkin terjadi dajam lingkup politik, ekonom: :)féu?u:-v
Lf()mu?j'aIIS{r}e’ bahkan_ dalant lingkup domestik (rumah tangga). Posial
seseorang dalam kehidupan publik dan domestik pada h':x'kekatm'a
dapalt d_ibcdakan dan penguasaan dan akses terhadap kekuaszm_lni
Makin ]zlgh dari perlindungan hekum dan sosial, semakin besar
kemungkinan untuk menjadi korban kekuasaan.

o Jurnaillsme empati pada dasarnya tidak berdiri sendiri, ini
berjalan seiring dengan penghayatan yang berkembang dalam
masyarakat dalam menghadapi fakta-fakta vang di dalamnvya ierldapat
ko/rban Karenanya jurnalisme empati biasanya berdampingan de.n yan
rientasi Lembaga Swadaya Masvarakat (I_SJM) vang bergerak dalzm
melakukan advokast terhadap koroan dalam strﬁktu? hubun anlvm

tidak seimbang. A e

Pemberitaan dari ruang publik

Berita (icws-story) dapat dibicarakan dalam berbagai definisi
bertolak dari nilai suatu fakta. Rumusan inilah yang menjadi kor\qe&
dalam melakukan pilihan fakta-fakta, secara poi_aulg‘ disebut s‘ebc; 1p
standar kelavakan berita (news-wortiny), Dalam pengertian i;li niélza;
s ELEI Ik seso oy g pen oo (k12 1o s, don

an g n yang ditakukan oleh
.khala_vak (Brooks, et al., 1988; Mencher, 1987). Selain itu fakta yang
layak menjadi berita pada dasarnya merupakan pengpalan dan 9-uat-’ﬁ
proses sosial. Dengan kata lain suatyu fakta terikat dalam ruang dan
waktu spesifik yang dianggap memiliki nila) lebih dai proses L;osial
vany berie}ngsung. Nilai atau pemaknaan ini dapat dilihat dalam dula
dSpeK, yaltu penting dan merarik. Fakta dianggap penting schagai
mformasi karena memenuhi kepentingan pragmatis sosial khalayak
gcmbaw{a implikasi dalam peran dan keberadaan sosial dari khalalyakf

engan begitu relevansi f ang penti ' > Dsis

pemﬁ S()Sj;)] pmfegzuilgi;:}t;kta yang penting adalah dengan posisi dan
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Pendefinisian penting dan menarik atas suatu fakta, bersifat teknis
pragmatis. Di luar itu konteks suatu informasi secara politis, ekonomi
dan kujtural yang dikaitkan dengan orientasi kepentingan bersifat in-
ternal produsen media atau kekuasaan eksternal. Informasi sebagai
komoditi bertolak daii konteks ekonomi atau kepentingan modal
produsen media. Jurnalisme pembangunan mendefinisikan informasi
dalam konteks kepentingan politik kekuasaan negara. Sementara
konteks kultural akan mendefinisikan nilai informasi dalam kaitan

dengan kehidupan yang bermakna.

Dalam kaitan pendefinisian, berbagai buku teks jurnalisme
umumnya memiliki kesamaan dalam merumuskan nilai berita secara
teknis, yaitu mencantumkan konflik sebagai unsur dalam kelayakan
berita. Sementara para jurnalis terpakn pada unsur-unsur kelayakan
berita yang menjadi acuan kerja teknisnya. Dengan begitu, konflik
dipandang sebagai penggalan dari proses sosial yang dianggap penting
dan menarik bagi khalayak. Konteks proses sosial yang menjadi “ruang”
bagi fakta jurnalisme ini sering dilupakan. Pertu diingatkan bahwa
konflik menjadi bernilai jika berada dalam ruang publik yang damai.
Sebaliknya dalam ruang publik dengan kondisi konflik, maka vang
signifikan adalah fakta mengandung perdamaian.

Dengan kata lain, suatu fakta hanya dapat dipandang bernilai
jika ditempatkan dalam proses sosial yang menjadi “ruang”nya. Di
jalan yang lalu-lintasnya schari-hari lancar dan lenang misalnya, sekali
terjadi kemacetan dan kehirukan maka fakta itu akan memiliki nilai
yang tinggi. Sebaliknya, jalan raya yang sehari-hari macet di Jakarta,
di saat ditinggal pemudik maka kelengangan akan menjadi suatu fakta
bernilai. Ruang publik yang didominasi kemelaratan misalnya, akan
menempatkan wacana kemewahan memiliki nilai tinggi. Sementara
dalam ruang sosial yang didominasi kemewahan, kemiskinan menjadi

tontonan yang eksotis.

Demikianfah semua nilai selalu memiliki pasangan yang
bertentangan (binary opposition), yang menjadikannya signifikan (lihat:
Piliang, 2000; Berger, 1998). Standar kelayakan informasi yang
dijadikan acuan dalam menilai suatu fakta kiranya perlu dikembangkan
dalam konteks ruang publik tempatnya berlangsung. Artinya fakta
bukaniah suatu ranah yang steril. Secara konvensionai konteks suatu
fakta hanya dilihat pertaliannya dengan fakta lain, baik bersifat sebab-
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akibat maupun pertalian kategoris sejajar. Sementara konteks lainnya
vang tidak kalah pentingrnya adalah vang bersifat paradigmatis, vaitu
asumsi tentang ruang publik vang menjadi “tempat” bagi suatu fakta.

Inilah yang mendorong dikembangkannya konsep jurpalisme
damai (peace journalism) oleh sementara jurnalis yang meliput di Kosovo.
Kebanggaan jurnalis perang (war journalist) yang semula merasa
memenangkan persaingan profesi dengan menyampaikan fakta-fakta
manusia saling bunuh, mulai berubah. Standar kelayakan berita melalui
unsur besaran (magnitude) sebagal nilai fakta dalam jurnalisme
konvensional misalnya, menjadi dramatisasi kekejaman manakala

menceritakan jumlah amunisi yang digunakan atau korban yang mati
(Lynch, et.al., 2000).

Dengan konsep jurnalisme damai, jurnalis tidak lagi mencari fakta
konflik, tetapi menumpukan perhatian terhadap tindakan dari satu
pihak yang bersifat kemanusiaan terhadap pihak lainnya. Kesadaran
ini lahir karena memandang ruang publik telah menjadi ajang konflik
vang tidak kunjung reda. Jurnalisme damai tetap bertumpu pada fakta.
Tetapi konsep kelayakan informasi ditempatkan dalam dataran ruang
publik yang didominasi anomali, dan Jebih jauh perhatian ditujukan
kepada fakta-fakta yang mengandung nilai humanitarian dan kultural.

Untuk itu perlu diperhatikan kecenderungan media dalam
memiliiy narasumber, sebagai titik tolak proses merekonstruksi fakta.
Setiap narasumber perlu dinilai dari preferensi dan tingkat obyektifitas
atau subvektifitasnya. Preferensi narasumber dapat diidentifikasi dari
orientasi kepada salah satu oposisi binari darfi nilai. Sementara
obvektivitas narasumber merupakan faktor yang penting, tetapi sering
diabaikan oleh media. Karena obvektifitas umumnya dilihat hanya dari
preferens: media, padahal obyektifitas media beroperasi pada level
teknis dengan azas keseimbangan, sementara obyektifitas suatu wacana
akan lahir dari obycktifitas narasumber. Qbyektifitas secara sederhana
diartikan kemampuan melepaskan diri dari kepentingan dan orientasi
subyektif. Lebih jauh adalah kemampuan untuk memasuki ranah pihak
lain dengan memahami posisi subyektif pihak lain tersebut. Tipe
narasumber atau subyek pemberitaan semacam ini menjadi faktor
untuk terwujudnya jurnalisme damai. Baru berikutnya melihat fakta
dalam konteks ruang publik.
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Media massa berinteraksi dengan ruang sosial yang menjadi habitat-
nva, dalam keberadaannya scbagai cermin atan pembentuk magyara-
kat. Sebagai cermin merefleksikan fakta-fakta dalam perspektif bertolak
dari kondisi ruang publik, sementara sebagai pembentuk maka media
massa berorientasi e:'s dalam inemproyeksikan masvarakat yang ideal,

Masalah mendasar yang perlu dihayati oleh pengelola media
massa di Indonesia adalah kondisi multikultural dalam ruang sosialnya,
Kondisi multi-kultural merupakan fokus penting di berbagai negara,
sehingga pemeririahnya masing-masing memiliki kebijakan vang serius
dalam strategi kultural. Untuk ity dikenal negara multi-bangsa
(muliination states) atau negara banvak-suku (polyetinmic states)
mengingat varian komposist warga masyarakatnya (Kymlicka, 1995).

Sudah barang tentu kesadaran tentang kondisi multi-kultural ini
tidak semata-mata bagi orang media saja. Media massa berurusan
dengan informasl vang ditank dari dan ditujukan ke ruang sosial.
Sementara dalam skala makro diperlukan strategi vang diwujudkan
sebagal kebijakan negara dengan pendekatan multi-kultural. Lebih jauh
prendekatan multi-kultural menjadi dasar orientasi bagi institusi-institusi
sosial, seperti institusi pendidikan, bisnis, partai politik, dan lainnya.

Kondisi multikulttural ini menjadikan svatu komunitas negara
menjadi rentan (ouluerable) karena mengandung potensi konflik.
Konflik muncul dan mendominasi ruang publik manakala berlangsung
anomali, vaitu hadanya acuan nilai bersama dalam masyarakat multi-
kultur. Ruang publik vang didominasi oleh sektarianisme agama
mayoritas i Indonesia misalnya, merupakan anomali yang sulit
dipahami. Lazimnya, sektarianisme lahir dari suatu komunitas agama,
vaitu kelompok kecil yang menyempal dari induknya, sementara
komunitas mavoritas akan berkecenderungan inklusif. Dengan kata
lain, basis suatu sektarian adalah eksklusifitas komunitas lebih kecil
vang berhadapan dengan komunitas lebih besar. Sering terjadi
sektartan agama muncul di Indonesia dengan membangun jamaah
sendirt melatui tempat ibadah yang terpisah dari komunitas lainnya
dengan menganggap komunitas Jainnya tidak syah peribadatannya.
Sceara sosiologis fenomena ini merupakan hal yang normal. Berbeda
halnya jika suatu agama mavoritas menciptakan jurang sosial dengan
komunitas agama lainnya, maka telah menjadi scktarian dalam basis
negara multi-bangsa.
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Sektarian lainnya bersifat sekuler mewujud melalui ekslusifisme
komunitas suku yang menyempal dari negara banyak suku. Sektarian
semacam ini dapat dipahami karena negara bangsa (nation state) In-
donesia terbentuk melalui imajinasi kolektif atas dasar geo-politik dan
kesadaran senasib dalam konteks kesejarahan yang diperoleh secara
empiris. Kesadaran senasib ini mungkin tidak menjadi inspirasi lagi
bagi generasi berikutnya karena tidak memiliki pengalaman empiris
yang sama. Sementara internalisasi makna kesejarahan telah gagal
akibat pola sosialisasi yang keliru, antara lain dengan mengagung-
agungkan militerisme dalam penegakan dan pembangunan negara
bangsa. Dalam pada itu berbagai komunitas suku bangsa sebagai ba-
sis kultural warga mengalami marginalisasi dalai dominasi komunitas
vang lebih besar yang identik dengan negara bangsa. Karenanya
perekat bagi berbagai komunitas banyak-suku dalam negara hanyalah
birokrasi negara yang menjalankan militerisme, bukan kesadaran
senasib dan kesejarahan.

Di dalam kehidupan masyarakat Indonesia, kekerasan yang
dominan di ruang publik dapat dilihat sebagai anomali sosial. Sebab
dalam kehidupan sosial yang normal, tertib sosial pada dasarnya
diwujudkan melalui rasionalitas dan hukum yang adil. Jika kedua hal
ini tidak menjadi basis dalam kehidupan warga, dengan sendirinya
ruang publik menjadi ajang bagj kekuatan fisik. Semula ruang publik
sepenuhnya dalam kendali kekuatan fisik negara dengan peran militer
vang merasuk ke seluruh aspek kehidupan publik di antero wilayah
negara. Kini ruang publik menjadi perebutan dominasi oleh berbagai
kekuatan sosial berupa komunalisme, baik atas dasar kelompok massa
spontan (mob), maupun berbasis agama dan suku. Pada kesempatan
lain basis komunalisme massa ini adalah organisasi politik.

Media massa sebagai institusi sosial berada di tengah kanca.h
perebutan dominasi ini. Orientasi kebijakan pemberitaan akan tercermin
dari pemilihan sudut pandang konflik atau damai dengan menem-
patkannya dalam perspektif multi-kultural. Dari sini keberadaan me-
dia massa dapat dilihat dalam kontekd kerangka keutuhan negara
multi-bangsa atau banyak-suku, ataukah hanya akan menjadi agensi
bisnis yang memanfaatkan situasi anomali di ruang publik tanpa mem-
pcrduhkah kehancuran suatu komunitas negara. Untuk itu kaum
profesional media massa perlu menjawabnya melalui pemberitaan-
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